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Keberadaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) zakat di Baitul Mal Aceh
sebagai lembaga pemerintah daerah seharusnya bernilai nol. Namun pada
realitasnya, SiLPA zakat di Baitul Mal Aceh bernilai positif. SILPA positif ini
mengindikasikan bahwa amil Baitul Mal Aceh belum tepat dalam melakukan
penganggaran penyaluran zakat. Qanun Aceh No. 10/2018 tentang Baitul Mal
memberikan batasan kewenangan bagi amil Baitul Mal Aceh dalam mengelola
zakat sebagai Pendapatan Asli Aceh. Dengan keterbatasan ini, amil Baitul Mal
Aceh melakukan upaya dalam mencegah keberadaan SiLPA zakat. Adapun
tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi pembiayaan
zakat sebagai PAD di Baitul Mal Aceh, bagaimana kewenangan amil dalam
Eengelolaan zakat sebagai PAD menurut perspektif Qanun Aceh No. 10/2018, dan

agaimana strategi amil Baitul Mal Aceh dalam penyaluran zakat terhadap
mencegah terjadi SiLPA. Untuk mendapatkan data yang objektif dan valid,
penulis menggunakan desain penelitian dengan pendekatan yuridis empiris, jenis
penelitian Kkualitatif, dan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan
dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembiayaan
zakat di Baitul Mal Aceh menﬁikuti mekanisme pengelolaan keuangan Aceh yang
prosesnya relatif rumit dan kaku. Kewenangan amil Baitul Mal Aceh dalam
mengelola zakat sebagai PAD ini dibatasi oleh Qanun Aceh No. 10/2018,
khususnya dalam hal pencairan dana zakat yang harus mengikuti mekanisme
pencairan keuangan daerah Aceh. Implikasi dari penetapan zakat sebagai PAD
menjadikan dana zakat sebagai SiLPA dalam jumlah besar yaitu untuk tahun 2020
sebesar Rp 90 miliar, tahun 2021 sebesar Rp 57 miliar, tahun 2022 sebesar Rp 47
miliar, tahun 2023 sebesar Rp 25 miliar, dan tahun 2024 sebesar Rp 20 miliar.
Strategi amil Baitul Mal Aceh dalam mengatasi hal ini yaitu dengan
meningkatkan program Femb_erdayaan zakat yang porsi zakatnya telah pasti atau
memiliki range yang telah ditentukan, kemudian dengan melakukan perubahan
penjabaran APBA tahun anggaran berjalan, terakhir dengan mengalinkan dana
zakat yang berpotensi SiLPA dari suatu program penyaluran zakat ke program
penyaluran zakat lainnya yang masih berada dalam satu senif zakat yang sama.
Berdasarkan penelitian penulis, SILPA zakat di Baitul Mal Aceh belum dapat
dicegah sepenuhnya. Namun, dari berbagai strategi yang telah dilakukan, sejak
tahun 2020-2024 Baitul Mal Aceh berhasil meminimalisir besarnya dana zakat
yang menjadi SiLPA serta mencegah semakin besarnya angka SiLPA zakat di
Baitul Mal Aceh pada setiap tahun anggarannya.
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Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal)”. Penulisan karya ilmiah ini
merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana (S1) pada Fakultas
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segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya
kepada:
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Abubakar, M.Ag selaku Wakil Dekan 11l yang telah membimbing kami

mahasiswa/i di Fakultas Syari’ah dan Hukum.

Vi



Bapak Prof. Dr. Armiadi, S.Ag., M.A selaku pembimbing | dan Ibu Azka
Amalia Jihad S.H.I., M.E.I. selaku pembimbing Il yang telah meluangkan
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penulis dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan dan memudahkan rezeki
Bapak/Ibu.

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Bapak Dr. lur Chairul
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Teristimewa ucapan terima kasih sebesar-besarnya dan tak terhingga
penulis persembahkan kepada kedua orang tua yang sangat berjasa dalam
hidup penulis, yang sangat penulis cintai dan sayangi, yang tak pernah
tertandingi dan tergantikan. Ayahanda Muhammad Nas dan Ibunda
Mardhiah, terima kasih sudah sabar menunggu proses penulis
menyelesaikan skripsi ini, selalu memberikan nasehat, semangat dan
dukungan tanpa hentinya, sehingga menjadi alasan penulis untuk tetap
bertahan dan kuat menghadapi segala rintangan. Serta kakak penulis Adilla
Fazira dan adik penulis Raisa Sadira yang selalu memberikan semangat
ketika penulis bimbingan dan seluruh keluarga yang selalu mensupport
serta memberikan dukungan dan senantiasa mendoakan perjuangan penulis
selama ini. Semoga Allah memberikan kesehatan dan memudahkan urusan
kepada kalian semuanya.

Terima kasih sehangat-hangatnya penulis ucapkan kepada sahabat
seperjuangan penulis Nauratul Faizah, S.H, Lia Ul Husna, S.H, dan Farah
Phoenna, S.H yang telah membantu dan menyemangati penulis, semoga
Allah memudahkan segala urusan kalian semuanya, serta kepada teman-
teman Hukum Ekonomi Syari’ah Angkatan 2021 yang tidak dapat penulis

sebutkan satu persatu namanya.

vii



Terima kasih penuh cinta juga penulis ucapkan kepada sahabat penulis yang
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hari lamanya, namun kehangatan dan cinta yang mereka berikan bagi
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TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 — Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan
huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya
dengan huruf Latin.

Huruf Naaf Huruf Namd Huruf Nafhd Huruf Narig
Arab Latin Arab Latin
tidak di- | tidak di- t(zen i
) | ARf | lambang- | dilambang- = Wia 10 T
Ko Kan titik di
bawah)
zet
LT B\ % B8 5 l7a .| el
titik di
bawah)
koma
<o Ta’ T Te 4 ‘ain : terbalik
(di atas)
& |G § yeBangdl Bl cain | 6 @fce
titik di atas) | C
z | Jm J Je < |Fa Fy CET
ha (dengan
C Ha h titik di é Qaf Q Ki
bawah)
& | Kha Kh | kadan ha 4 | Kaf K |Ka
> | Dal D De J | Lam L |El




. . . zet (dengan _
>
Zal Z  ltkdiats) | ¢ (Mm | M JEm

B R& R Er o Nin N En

3 Zai z Zet 9 Wau W We

o Sin S Es 2 Ha’ H Ha

H

o | Syin Sy es dan ye 5 ahamz . Apostrof
es (dengan

o2 | Sad S titik di Sl YR N Ye
bawah)
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2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
a) Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,
transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin
Fathah a
Kasrah i
Dammah u

b) Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:



Tanda Nama Gabungan Huruf Nama
¢ O Fathah dan ya ai adani
PRE Fathah dan wau au adanu
Contoh:
<= Kaifa, Js»  =haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Nama Huruf dan R
Huruf tanda
sl Fathah dan alif atau ya a a dan garis di atas
I Kasrah dan ya 1 | dan garis di atas
3 Dammah danwau i u dan garis di atas
Contoh:
& -gala
&= -rama
J8 -gila
58 - yaqiilu

4. Ta’Marbutah
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah hidup
Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fatzah, kasrah dan
dammah, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah mati
Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya
adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka
ta marbutah itu ditransliterasikan dengan h.
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Contoh:
JukYhas) - raud ah al-agfal
so5al il - al-Madinah al-Munawwarah
Ll - ralhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau rasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda
syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan
huruf yang diberi tanda syaddabh itu.

Contoh:
kv - rabbana
Ji - nazzala
gl - al-birr
&l - al-hajj
axd -nu’ ‘ima

6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( J!), namun
dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf
syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf gamariyyah.
1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan
bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung
mengikuti kata sandang itu.
2) Kata sandang diikuti oleh huruf gamariyyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah ditransliterasi-kan sesuai aturan
yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyyah
maupun huruf gamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan
dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:
dJa) -ar-rajulu 83 -as-sayyidatu
) -asy-syamsu Al -al-qalamu
&l -al-badi‘u Joal -al-jalalu
7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun,
itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah
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itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.
Contoh:

O34 G - ta’ khuziina
e 31 - an-nau’
Lo - syai’un
&) -inna

&l - umirtu
Kl - akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah.
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan
maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain
yang mengikutinya.

Contoh:

ORI A AGI5 - Wa inna Allah lahuwa khair ar-razigin
- Wa innallaha lahuwa khairurrazigin
S5 SiKN 5858 - Fa auf al-kaila wa al-mizan
- Fa auful-kaila wal- mizan
QRN 2813 - brahim al-Khalil
- Ibrahimul Khall
Wb Wasal ae & o - Bismillahi majrahd wa mursah
il Za e W e &5 - Wa lillahi ‘ala an-nasi hijju al-baiti
s 43l & WS o2 - Man istatd‘a ilahi sabila

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi
ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku
dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama
diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka
yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal
kata sandangnya.

Contoh:
O3 N) 2%a4 &5 - Wa ma Muhammadun illa rasul
o Bl e 5 ¢ Galsl &) - Inna awwala baitin wud i ‘a linnasi
&gy cﬁﬁ - lallazi bibakkata mubarakkan

Xiii



Gisall a3 O3 il Ylima’y 5 - Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al
Qur’anu
- Syahru Ramad anal-lazi unzila fihil qur’anu
it 38 G a5Els - Wa lagad ra’a@hu bil-ufug al-mubm
- Wa lagad ra’ahu bil-ufugil-mubmi
Sl G &5 & 830 - Alhamdu lillahi rabbi al-‘alamim
- Alhamdu lillahi rabbil ‘alamin
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan
Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain
sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

G f gy A Geial  -Nasrun minallahi wa fathun garib
Gia 53N & -Lillahi al-amru jami‘an
Ml 08 K &5 -Wallaha bikulli syai ‘in “alim

10. Tajwid
Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi
ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan llmu Tajwid, karena itu
peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.
Catatan:
Modifikasi
1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa
transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya
ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Samad Ibn Sulaiman.
2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti
Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrit; dan sebagainya.
3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasawwuf, bukan Tasawuf.
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu instrumen keuangan dalam Islam yang
memiliki potensi besar untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Secara umum zakat berfungsi sebagai sarana
redistribusi kekayaan agar harta tidak hanya berputar di satu kalangan, tetapi juga
dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.! Pada provinsi Aceh,
pengelolaan zakat dilakukan oleh Baitul Mal, sebuah lembaga yang dibentuk
berdasarkan Qanun Aceh untuk mengelola dana keagamaan dan sosial.

Zakat di Aceh secara Independen dikelola langsung oleh lembaga Baitul
Mal baik dalam pengembangan, pengumpulan, pengelolaan, hingga
pendistribusiannya. Amanat ini diperoleh Baitul Mal Aceh sejak diundangkannya
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang disebut
pula dengan UUPA. Kinerja utama Baitul Mal Aceh yang telah diatur dalam
Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 yaitu untuk mengelola zakat dengan
berasaskan keislaman, amanah, profesionalisme, transparansi, akuntabilitas,
kemanfaatan, keadilan, keterpaduan, efektifitas dan efisiensi, dan kemandirian.
Pekerja di Baitul Mal sebagai amil memiliki tanggung jawab besar dalam
memastikan bahwa proses pengelolaan dana zakat berjalan dengan baik dan tepat
sasaran. Peran amil Baitul Mal Aceh sangat penting dalam menjaga transparansi
dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat. Dalam menjalankan tugasnya, amil

harus memiliki kompetensi yang tinggi, integritas, dan pemahaman yang

'Eni Devi Anjelina, dkk, “Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan
Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat”, JIHBIZ Jurnal Ekonomi Keuangan dan Perbankan
Syariah, Vol. 4, No. 2, Juli 2020, him. 141.



mendalam tentang syariat Islam.?2 Selain itu, amil juga harus mampu
berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran
dan partisipasi dalam menunaikan zakat.

Terkait dengan kredibilitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
zakat, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang
dipertegas kembali dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul
Mal bahwa zakat di Aceh dikelola menggunakan mekanisme Pendapatan Asli
Daerah (PAD).® Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber pendapatan
daerah yang dipergunakan untuk membiayai kebutuhan daerah dalam satu tahun
anggaran. Perhitungan PAD dilakukan sekali dalam setahun pada rapat
pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).* Dengan adanya
ketentuan ganun ini maka pihak manajemen Baitul Mal Aceh diharuskan
mengelola zakat sebagai salah satu instrumen sumber PAD Aceh termasuk dalam
hal penyaluran dan seluruh administrasi menggunakan pola PAD sehingga
seluruh dana zakat dapat diketahui dan dipantau dengan jelas perputarannya
dengan menggunakan sistem tersebut.

Dengan ditetapkannya zakat sebagai PAD, maka zakat tersebut harus
disetorkan ke kas daerah dan penyalurannya wajib mengikuti ketentuan
pengelolaan keuangan daerah. Aturan-aturan yang mengatur hal ini antara lain
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

Muhammad Arifin Lubis dan Rahmi Amalia, “Memaksimalkan Kontribusi Amil untuk
Pemberdayaan Umat”, Human Falah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 11, No. 2, 2024,
him. 157.

3Dahlawi, “Implementasi Zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah”, Al-ljtima’i-
International Journal of Government and Social Science, Vol. 5, No. 1, Oktober 2019, him. 34.

4Lihat lebih lanjut dalam Ristyana Tri Hastuti dan Ahmad Redi, “Pelaksanaan Penyaluran
Zakat oleh Baitul Mal Aceh sebagai Pendapatan Asli Daerah dalam Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh”, Jurnal Hukum Adigama, Vol. 1, No. 1, Juli 2018, him. 4.



Pengelolaan Keuangan Daerah, serta berbagai regulasi lain yang berkaitan dengan
PAD.

Dengan ditetapkannya zakat sebagai PAD, maka zakat tersebut harus
disetorkan ke kas daerah dan penyalurannya wajib mengikuti ketentuan
pengelolaan keuangan daerah. Aturan-aturan yang mengatur hal ini antara lain
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah, serta berbagai regulasi lain yang berkaitan dengan
PAD.S

Berdasarkan Pasal 97 Qanun Aceh No. 10/2018 tentang Baitul Mal, dana
zakat yang dikelola Baitul Mal Aceh secara independen dikategorikan sebagali
Pendapatan Asli Aceh (PAA) khusus, artinya pengumpulan zakat oleh Baitul Mal
Aceh tidak dihimpun bersama instrumen PAD murni lainnya, melainkan dana
zakat yang terhimpun di Baitul Mal Aceh disetor ke rekening khusus yaitu
rekening zakat.” Rekening ini berbeda dengan rekening kas umum Aceh, karena
zakat tidak dapat digabungkan pengelolaannya dengan pengelolaan dana kas
daerah yang sewaktu-waktu digunakan untuk kepentingan publik daerah. Namun
secara pembukuan keuangannya, penerimaan zakat Baitul Mal Aceh tetap
dibukukan pada kas umum Aceh seperti komponen PAD Aceh lainnya, hal ini
sebagaimana yang dimuat dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang
Baitul Mal.

Pengelolaan zakat yang efektif dan efisien sangat penting untuk
memastikan bahwa dana yang terkumpul dapat memberikan manfaat yang

maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan. zakat dapat digunakan untuk

SArmiadi Musa, “Zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah dalam Undang-Undang
pemerintahan Aceh”, Kanun Jurnal IImu Hukum, Vol. 18, No. 3, Desember 2016, him. 406.

®Ibid.
"Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal pada Pasal 97 ayat (1) dan (2)
tentang Pengelolaan Zakat dan Infak, dikutip pada tanggal 15 Januari 2025.



berbagai program sosial dan ekonomi, seperti pemberdayaan ekonomi umat,
pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial lainnya. Oleh karena itu, penting untuk
memastikan bahwa dana tersebut tidak hanya terkumpul dengan baik, tetapi juga
didistribusikan dan digunakan secara optimal dan tepat sasaran.® Zakat dapat
memotivasi penerimanya untuk bekerja dengan giat saat mereka memiliki
kemampuan, serta mendorong mereka untuk mencapai kehidupan yang lebih
sejahtera. Dengan cara ini, masyarakat dapat terhindar dari masalah kemiskinan,
dan negara dapat terjaga dari ketidakadilan serta kelemahan.’

Baitul Mal Aceh, sebagai amil yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi
Aceh, bertanggung jawab dalam menyalurkan zakat dengan menyusun skala
prioritas melalui program-program yang dirancang berdasarkan data yang akurat.
Program tersebut mencakup kegiatan untuk mendukung usaha produktif,
pemberian beasiswa, serta pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan
oleh masyarakat.'® Oleh karena itu, perencanaan dan penganggaran menjadi aspek
penting yang harus dilaksanakan. Baitul Mal menyusun program pemberdayaan
zakat, penerimaan dan penyaluran zakat, infak, serta harta agama lainnya untuk
satu tahun anggaran sebagai acuan dalam pelaksanaan kerja tahunan Baitul Mal .**

Setiap periode anggaran Baitul Mal Aceh melakukan perancangan program
penyaluran zakat serta menetapkan target penerimaan dan penyaluran yang
dimuat dalam rancangan APBA yang nantinya disahkan oleh Gubernur. Namun,
dalam praktiknya, pengelolaan dana zakat sering menghadapi berbagai tantangan,

8Tria Anjani dan M. Iman Taufik, “Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan
Shadagah di Baznas Kalimantan Barat”, Prosiding Program Studi Ekonomi Islam, Vol. 2, No. 1,
2024, him. 72.

SArmiadi Musa, Monograf Pemberdayaan Mustahik Zakat Melalui Program Gampong
Produktif di Baitul Mal Aceh, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2020), him. 26.

YNazaruddin A. Wahid, dkk, Pengembangan Baitul Mal Aceh, (Banda Aceh: Fakultas
Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2015), him. 27.

UEMK. Alidar dan Muhammad Maulana, Pendapatan Dana Non-Halal dan

Pengelolaannya pada Baitul Mal di Aceh, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh,
2022), him. 48.



salah satunya adalah adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)*. Setiap
tahunnya, pada pengelolaan zakat dan infak terdapat selisih lebih antara
penerimaan dan penyaluran dana oleh Baitul Mal Aceh pada periode berjalan
sehingga dana sisa ini menjadi SiLPA zakat.

Berhubung pengelolaan dana zakat di Baitul Mal Aceh menggunakan
mekanisme PAD, maka dana SiLPA ini baru dapat disalurkan kembali pada tahun
anggaran berikutnya setelah adanya pengesahan Qanun APBA tahun tersebut,
sehingga penyaluran zakat dan infak pada tahun anggaran berjalan itu tidak dapat
dilaksanakan dan menjadi tertunda hingga pengesahan Qanun APBA.

Berikut jumlah zakat yang menjadi SILPA di Baitul Mal Aceh tahun 2021-
2024

Tabel 1.1
Perbandingan Penerimaan, Penyaluran dan SiLPA Zakat di Baitul Mal
Aceh 2021-2024

Penyaluran Zakat
Tahun Penerimaan Zakat (Penerimaan Zakat Tahun SiLPA Zakat
Berkenan+SiLPA tahun
sebelumnya)
2020 | Rp57.556.340.316,62. | Rp 62.792.935.769,- | Rp 90,462,623,473,00.
2021 | Rp59.169.323.476,55. | Rp 92.442.187.683,- | Rp 57.189.759.266,51.
2022 | Rp61.703.621.770,95. | Rp 71.765.259.891,- | Rp 47.128.121.146,46.
2023 | Rp62.571.725.173,70. | Rp 84.327.599.354,- | Rp 25.372.246.966,16.
: 20;2_4d) Rp 59.968.551.394,00. | Rp 64.590.553.027,- | Rp 20.749.995.334,00.
unaudite

Sumber: Sekretariat Baitul Mal Aceh
Jumlah dana zakat yang menjadi SiLPA di Baitul Mal Aceh pada tahun
2020 sebesar Rp 90,462,623,473,00.,
57.189.759.266,51., pada tahun 2022 sebesar Rp 47.128.121.146,46., pada tahun

pada tahun 2021 sebesar Rp

12Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) adalah selisih lebih realisasi lebih
realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Lihat lebih lanjut
dalam Pika, dkk, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Pinjaman
Daerah terhadap Realisasi Belanja Modal Sumatera Selatan”, Jurnal Fairness, VVol. 8, No. 2, 2018,
him. 133.



2023 SiLPA zakat di Baitul Mal Aceh sebesar Rp 25.372.246.966,16., dan pada
tahun 2024 (unaudited) SiLPA zakat di Baitul Mal Aceh sebesar Rp
20.749.995.334,00. Jika dibandingkan dengan jumlah penerimaan zakat, nilai
SILPA zakat tahun 2020 hingga 2024 bukanlah nilai yang kecil, bahkan jika
SILPA zakat tersebut disalurkan pada tahun berjalan oleh Baitul Mal Aceh, akan
cukup banyak mustahik yang dapat menerima bantuan dan zakat pun tidak
tertunda penyalurannya karena menunggu penetapan Qanun APBA tahun
selanjutnya.t

Adanya SILPA ini menunjukkan bahwa terdapat dana zakat yang tidak
terserap atau tidak terdistribusi dengan optimal. Keberadaan SiLPA dapat
menjadi indikator adanya masalah dalam manajemen dan pengelolaan dana
tersebut, seperti kurangnya perencanaan yang matang, rendahnya kapasitas
pengelola, atau kendala dalam distribusi dana.

Salah satu sebab adanya SiLPA zakat di Baitul Mal Aceh ini dikarenakan
adanya penerimaan yang melebihi pagu anggaran di APBA yang menurut Qanun
Baitul Mal, tambahan penerimaan ini tidak bisa dicairkan apabila telah melebihi
pagu anggaran.* Berkaitan dengan hal ini, Qanun Baitul Mal memberikan
fleksibilitas kepada Baitul Mal Aceh agar dapat melakukan perubahan penjabaran
APBA ketika penerimaan telah melebihi pagu anggaran, hal ini tertuang pada
Pasal 116 Ayat (5). Namun, pada praktiknya setelah dilakukan perubahan
penjabaran APBA ini pun, masih banyak dana zakat di Baitul Mal Aceh yang
tidak tuntas didistribusikan sehingga menjadi SILPA yang pencairannya
dianggarkan pada tahun anggaran periode selanjutnya.

Salah satu aspek penting pula yang mempengaruhi terjadinya SiLPA adalah
profesionalitas Amil dalam mengelola dana zakat. Amil adalah individu atau

lembaga yang ditunjuk untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Qanun

13Hasil Wawancara dengan Fajar Heryandi, selaku Staf Sub Bagian Keuangan dan Aset
Baitul Mal Aceh, pada tanggal 17 Mei 2024, Gampong Jeulingke, Kota Banda Aceh.

YIbid.



Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal memberikan kerangka hukum
yang jelas mengenai tugas dan kewenangan Amil, namun implementasi dari
ketentuan tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Amil perlu memiliki
pemahaman yang baik tentang regulasi yang berlaku serta keterampilan dalam
mengelola dan mendistribusikan dana zakat secara efektif.

Dalam konteks pengelolaan zakat di Aceh, amil sebagai pihak yang
ditunjuk untuk mengelola zakat memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat
krusial. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 memberikan kewenangan kepada
amil untuk mengelola dan mendistribusikan zakat sesuai dengan prinsip-prinsip
Syari’ah dan ketentuan yang berlaku.® Namun, implementasi kewenangan amil
ini seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama dalam mengatasi
keberadaan SIiLPA zakat yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti
lebih mendalam mengenai keterbatasan kewenangan amil Baitul Mal Aceh dalam
mengelola zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan terkait strategi amil
Baitul Mal Aceh dalam mengatasi keberadaan dana zakat yang menjadi Sisa
Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul
“Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada Zakat sebagai Pendapatan
Asli Daerah (PAD) di Baitul Mal Aceh (Studi tentang Kewenangan Amil
menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan, maka
permasalahan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pembiayaan zakat sebagai Pendapatan Asli

Daerah (PAD) di Baitul Mal Aceh?

15Aditya Mulya Pratama, “Implementasi Qanun Nomor 10 Tahun 2018 oleh Baitul Mal
Gampong di Kecamatan Baiturrahman menurut Siyasah Maliyah”, Skripsi, 2021, him 58.



2. Bagaimana kewenangan amil dalam pengelolaan zakat sebagai Pendapatan

Asli Daerah (PAD) dalam Perspektif Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018
tentang Baitul Mal?

Bagaimana strategi amil Baitul Mal Aceh dalam penyaluran zakat terhadap
mencegah terjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan keterbatasan pada perumusan masalah di atas, maka penulis

melakukan penelitian ini untuk memperoleh informasi ilmiah yang dirumuskan

sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi pembiayaan zakat sebagai Pendapatan

Asli Daerah (PAD) di Baitul Mal Aceh.

Untuk menganalisis kewenangan amil dalam pengelolaan zakat sebagai
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Perspektif Qanun Aceh Nomor 10
Tahun 2018 tentang Baitul Mal.

. Untuk mengetahui dan menganalisis strategi amil Baitul Mal Aceh dalam

penyaluran zakat terhadap mencegah terjadi Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran (SiLPA).

D. Penjelasan Istilah

Untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian ini, penulis

menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian. Langkah ini

dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap istilah-istilah yang

digunakan. Berikut adalah penjelasan mengenai istilah-istilah yang perlu

dijelaskan oleh penulis:

1.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berdasarkan Permendagri

Nomor 25 tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran

anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA mencerminkan efisiensi



dalam pengeluaran pemerintah, karena SiLPA muncul ketika terjadi surplus
pada APBD, yaitu saat penerimaan lebih besar dibandingkan dengan
pengeluaran pembiayaan.'®

Dalam penelitian ini, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang
dimaksud adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan zakat dari muzakki
dan realisasi penyaluran zakat kepada mustahiq yang dilakukan oleh Baitul
Mal Aceh melalui program-program penyaluran zakat selama satu periode
anggaran.

Zakat

Zakat merupakan sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat
Islam dan disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya sesuai
dengan ketentuan Syari’at. Zakat juga didefinisikan sebagai mengeluarkan
sebagian harta dalam waktu tertentu dengan nilai tertentu dan sasaran
tertentu.’

Dalam penelitian ini, zakat yang dimaksud adalah keseluruhan dana
yang disetorkan oleh muzakki melalui Lembaga Baitul Mal Aceh untuk
dikelola dan diserahkan kepada mustahig melalui program-program
penyaluran zakat yang telah dirancang dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan mustahiq di Aceh yang harus dikelola secara efektif dan efisien
melalui fleksibilitas yang diberikan ketentuan Qanun Baitul Mal kepada
Baitul Mal di Aceh.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber pendapatan yang

diperoleh oleh daerah melalui pemungutan yang didasarkan pada Peraturan

Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam kelompok

8pika, dkk, “Pengaruh pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih pembiayaan Anggaran,

Pinjaman Daerah terhadap Realisasi Belanja Modal Sumatera Selatan”, ..., hlm. 130-131.

2.

170Oni Sahroni, Fikih Zakat Kontemporer, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), him.
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Pendapatan Daerah, PAD mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan asli daerah
lainnya yang sah.8

Adapun Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimaksud penulis adalah
Pendapatan Asli Daerah (PAD) di provinsi Aceh. Pendapatan Asli Daerah
(PAD) Aceh merupakan sumber pendapatan yang berasal dari wilayah Aceh
sendiri dan digunakan untuk membiayai kebutuhan pemerintahan daerah
provinsi Aceh. Berdasarkan Pasal 180 Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2006 Tentang Pemerintah Aceh, sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Aceh terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan milik Aceh, zakat, dan lain-lain pendapatan asli
Aceh.t®

4. Baitul Mal Aceh

Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak yang memiliki kewajiban
atau tugas khusus untuk melakukan penanganan atas segala harta yang
dimiliki oleh umat, dalam bentuk pendapatan maupun pengeluaran negara.

Adapun baitul mal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Baitul
Mal Aceh yang melakukan pengelolaan terkait penerimaan, pendistribusian
serta pengawasan terhadap dana zakat di Provinsi Aceh berdasarkan
ketentuan Syari’at Islam. Mengingat zakat di Aceh termasuk Pendapatan Asli
Daerah (PAD) Aceh, oleh karena itu pengelolaannya harus sesuai dengan

ketentuan-ketentuan PAD yang berlaku khusus bagi Baitul Mal.

8 Rudy Badrudin, Ekonomika Otonomi Daerah, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017),
him. 60.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh pada Pasal 180 ayat
(1) tentang Sumber Penerimaan dan Pengelolaan, dikutip pada tanggal 18 Januari 2025.

20Agus Marimin, “Baitul Maal sebagai lembaga keuangan Islam dalam Memperlancar
Aktivitas Perekonomian”, Jurnal Akuntansi dan Pajak, Vol. 14, No. 2, 2014, him. 41.
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5.  Kewenangan Amil

Kewenangan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah
hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan suatu tindakan.
Kewenangan merupakan kekuasaan yang diatur dalam suatu lembaga,
kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang bertujuan untuk
menghasilkan akibat hukum, serta hak yang memberikan kebebasan untuk
melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, atau untuk meminta pihak
lain melakukan tindakan tertentu.?!

Kewenangan yang dimaksud penulis pada penelitian ini adalah
kewenangan yang dimiliki oleh pengelola zakat di Baitul Mal Aceh.
Kewenangan tersebut mencakup beberapa aspek penting, yaitu perencanaan,
pengumpulan, penyaluran, serta pengawasan terhadap zakat yang dihimpun
di Baitul Mal Aceh. Kewenangan ini sangat krusial untuk menjamin
transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, serta untuk
meningkatkan kepercayaan masyarakat ternadap lembaga Baitul Mal Aceh.

6. Amil

Amil adalah setiap orang atau pihak yang bekerja atau bertugas untuk
mengumpulkan, mendayagunakan dan mendistribusikan zakat.?> Menurut
Yusuf Qardhawi, Amil zakat adalah pihak yang bertanggung jawab atas
seluruh kegiatan terkait zakat, mulai dari pengumpulan, pengelolaan dana
zakat, hingga penjagaannya. Tugasnya meliputi pencatatan, perhitungan,

serta pembagian zakat kepada penerima yang berhak..?

ZIRafly Rilandi Puasa, dkk, “Kewenangan Pemerintah Desa dalam Peningkatan
Perekonomian di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kecamatan Kepulauan Sitaro”,
Eksekutif: Jurnal Jurusan llmu Pemerintahan, Vol. 1, No.1, 2018, him. 3-4.

220ni Sahroni, Fikih Zakat Kontemporer, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), him.
163.

2Yusuf Qardawi, Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat
berdasarkan Qur’an dan Hadis, (Terj: Salman Harun, dkk), (Bogor: PT Pustaka Litera Antar
Nusa, 1999), him. 545.
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Adapun amil yang dimaksud pada penelitian ini adalah para pengelola
zakat di lembaga Baitul Mal Aceh yang diberikan kewenangan untuk
melakukan perencanaan, pemberdayaan, pengumpulan, pengelolaan, hingga
pendistribusian dana zakat yang terkumpul di lembaga Baitul Mal Aceh
kepada mustahik secara tepat sasaran.

7.  Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal merupakan
Peraturan Daerah Aceh yang disahkan oleh Gubernur Aceh sebagai pedoman
kinerja Baitul Mal di seluruh provinsi Aceh. Qanun Aceh Nomor 10 tahun
2018 ini memuat terkait organisasi Baitul Mal, tugas, fungsi dan kewenangan
Baitul Mal, pengangkatan dan pemberhentian keorganisasian Baitul Mal, tata
kerja Baitul Mal, pembiayaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Baitul
Mal, peran serta masyarakat, pengelolaan zakat dan infak, pengelolaan harta

wakaf, dan beberapa ketentuan lainnya.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan untuk mengkaji karya ilmiah terdahulu
yang dijadikan referensi, guna untuk menegaskan bahwa riset ini memiliki
kemiripan dengan peneliti-penelitian terdahulu yang dalam kajian riset tersebut
harus diperhatikan untuk menghindari terjadinya persamaan dan plagiasi.

Penelitian penulis membahas tentang “Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
(SiLPA) pada Zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Baitul Mal Aceh
(Studi tentang Kewenangan Amil menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018
tentang Baitul Mal)”. Tema pembahasan terkait kajian kewenangan amil dalam
pengelolaan dana zakat di Baitul Mal Aceh sudah banyak diteliti oleh peneliti
lainnya, namun pada penelitian ini penulis akan lebih spesifik membahas terkait
implementasi pembiayaan anggaran zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD)
di Baitul Mal Aceh, terkait kewenangan amil dalam mengelola zakat sebagai PAD

serta terkait kebijakan pihak Baitul Mal Aceh dalam meminimalisir banyaknya
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SIiLPA pada zakat Baitul Mal Aceh. Berikut penulis paparkan hasil kajian
terdahulu sebagai berikut:

Pertama, artikel yang dipublikasi olenh Kanun: Jurnal lImu Hukum yang
ditulis oleh Surya Darma, Hamid Sarong, dan Iman Jauhari dengan judul
“Kewenangan Baitul Mal Aceh dalam Pendistribusian Zakat” pada tahun 2017.
Hasil penelitian ini adalah zakat merupakan salah satu sumber PAD yang tata cara
pengelolaannya diatur dalam ganun dan peraturan gubernur. Salah satu cara
distribusi zakat yang dilakukan adalah pemberian modal usaha kepada penerima
zakat produktif melalui Unit Pengelola Zakat (UPZ) Produktif. Pendistribusian
ini dilakukan dalam bentuk pinjaman tanpa bunga, yang sedikit berbeda dari
ketentuan zakat pada umumnya yang harus dibagi habis tanpa pengembalian.
Penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahun 2013, 2014, dan 2015, Baitul Mal
Aceh memiliki kelebihan dana zakat. Kondisi ini memerlukan penanganan yang
hati-hati agar tidak menimbulkan masalah di masa mendatang.?*

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu
memiliki fokus kajian yang sama mengenai kewenangan Baitul Mal Aceh dalam
mengakomodir penerimaan dana zakat dan melaksanakan pendistribusian dana
zakat. Adapun perbedaannya, penulis menemukan pada hasil penelitiannya
adanya kelebihan dana zakat yang tidak selesai disalurkan. Sedangkan pada
skripsi ini penulis mengkaji lebih mendalam terkait upaya Baitul Mal Aceh dalam
mengatasi dana zakat yang penerimaannya telah melebihi anggaran yang telah
ditetapkan serta terkait penyalurannya kepada mustahig.

Kedua, artikel yang dipublikasi oleh Jurnal Hukum Adigama yang ditulis
oleh Ristyana Tri Hastuti dan Ahmad Redi dengan judul ‘“Pelaksanaan
Penyaluran Zakat oleh Baitul Mal Aceh sebagai pendapatan Asli Daerah dalam
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh” pada tahun

2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Baitul Mal Aceh mengalami

24Surya Darma, Hamid Sarong, dan Iman Jauhari, “Kewenangan Baitul Mal Aceh dalam
Pendistribusian Zakat”, Kanun Jurnal llmu Hukum, Vol. 19, No. 2, 2017.
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kesulitan terkait pengelolaan dan penyaluran zakat karena dana zakat baru dapat
didistribusikan setelah APBA disahkan dan ketika dana zakat yang diterima lebih
besar dari yang telah dianggarkan, maka dana ini tidak dapat disalurkan dan
menjadi SiLPA pada tahun anggaran selanjutnya.?

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu
memiliki fokus kajian yang sama mengenai kapasitas pengelolaan dana zakat
Baitul Mal Aceh sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Aceh.
Adapun perbedaannya terletak pada kajian utamanya, yaitu pada penelitian ini
kajiannya terkait pengelolaan zakat oleh Baitul Mal Aceh secara umum,
sedangkan penelitian penulis mengkaji khusus pengelolaan dana zakat yang
menjadi SILPA di Baitul Mal Aceh, serta pada penelitian penulis, urgensi yang
digunakan adalah regulasi terbaru yaitu Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018
tentang Baitul Mal.

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Rauzatul Mulia, mahasiswa
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dalam skripsinya pada tahun
2019 yang berjudul “Strategi Pengelolaan Zakat Pada Baitul Mal Kabupaten
Aceh Tamiang”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana zakat yang
terkumpul di Baitul Mal Aceh Tamiang terus mengalami peningkatan setiap
tahunnya, perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasiannya pun telah
terlaksana dengan baik. Namun, Baitul Mal Aceh Tamiang mengalami
keterbatasan tenaga kerja amil dalam mendampingi mustahiqg dalam menjalankan
usahanya sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaan program pendayagunaan
zakat produktif di kabupaten tersebut. %

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu

memiliki fokus kajian yang sama terkait upaya pengelolaan zakat oleh Baitul Mal

ZRistyana Tri Hastuti dan Ahmad Redi, “Pelaksanaan Penyaluran Zakat oleh Baitul Mal
Aceh sebagai pendapatan Asli Daerah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintah Aceh”, ..., Vol. 1, No. 1, 2018.

265, Nasution, Metode Research (Penelitian IImiah), (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008),
him. 113.
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serta kesesuaian pelaksanaannya berdasarkan ketentuan undang-undang. Adapun
perbedaannya adalah penulis mengkaji mengenai kesesuaian pengelolaan dana
zakat secara umum secara keseluruhan, sedangkan penelitian ini mengkaji terkait
kewenangan amil Baitul Mal Aceh dalam mengelola program penyaluran zakat
untuk mengatasi banyaknya dana zakat yang menjadi SiLPA.

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Muhammad Haikal, mahasiswa
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dalam skripsinya pada tahun
2020 yang berjudul “Analisis Pengelolaan Zakat oleh Baitul Mal Gampong
dalam meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Gampong Keramat Kota Banda
Aceh”. Hasil penelitian ini adalah pengelolaan zakat di Baitul Mal Gampong
Keuramat sudah cukup baik dan dapat membantu pemenuhan kebutuhan modal
usaha mustahig. Namun, jika dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat, Baitul
Mal Gampong Keuramat belum berdampak signifikan yang ditandai dengan para
mustahig yang masih bergantung dengan bantuan zakat dan belum mampu
mengubah status menjadi muzakki.?’

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan
yaitu membahas mengenai pengelolaan dana zakat yang ada pada Baitul Mal dan
efektivitas penyaluran dana zakat kepada mustahiq. Adapun perbedaan skripsi
tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penulis mengkaji
pengelolaan zakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mustahiq
sedangkan pada penelitian penulis lebih menekankan pada kewenangan amil
dalam pengelolaan zakat agar meminimalisir dana SiLPA zakat di Baitul Mal
Aceh dan upaya Baitul Mal Aceh dalam memaksimalkan penyaluran zakat dari
penerimaan zakat yang terkumpul.

Kelima, penelitian yang ditulis oleh Arifatul Hazrati, mahasiswi

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dalam skripsinya pada tahun

2’"Muhammad Haikal, “Analisis Pengelolaan Zakat oleh Baitul Mal Gampong dalam
Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Gampong Keramat Kota Banda Aceh” Skripsi, (Banda
Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020).
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2019 yang berjudul “Analisis Sistem Pengelolaan Zakat Sebagai Pendapatan Asli
Daerah (PAD) di Baitul Mal Kota Banda Aceh”. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa penetapan zakat sebagai PAD memberikan pengaruh
terhadap pengelolaan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh yaitu pencairannya
yang harus mengikuti ketentuan keuangan daerah, dan pada pelaksanaannya
terdapat beberapa mekanisme pengelolaan zakat di Baitul Mal kota Banda Aceh
yang belum sesuai dengan peraturan yang berlaku serta terdapat beberapa
kendala.?®

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan
yaitu membahas mengenai mengenai pengelolaan dana zakat pada Baitul Mal
yang berkaitan dengan zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh.
Adapun perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan adalah
penulis mengkaji secara umum terkait pengelolaan zakat sebagai pendapatan asli
daerah Aceh, sedangkan pada penelitian penulis lebih menekankan pada
pengelolaan zakat terkait adanya SiLPA zakat di Baitul Mal Aceh sebagai salah
satu pengaruh dari ditetapkannya zakat sebagai PAD di Aceh dan kesesuaian
kewenangan amil dalam mengelola zakat di Baitul Mal Aceh menurut Qanun
Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal.

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, penulis belum
menemukan skripsi yang membahas tentang Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
(SILPA) pada Zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Baitul Mal Aceh
(Studi tentang Kewenangan Amil menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018
tentang Baitul Mal)”. Untuk memperdalam pemahaman tentang kewenangan
pengelolaan dana zakat oleh lembaga Baitul Mal Aceh, penulis membuat karya

tulis ini sebagai bahan evaluasi dan pelengkap bila diperlukan di kemudian hari.

F. Metode Penelitian

BArifatul Hazrati, “Analisis Sistem Pengelolaan Zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah
(PAD) di Baitul Mal Kota Banda Aceh” Skripsi, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-
Raniry Banda Aceh, 2019).
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Metode penelitian merupakan suatu prosedur yang digunakan untuk
menyelidiki serta menelusuri suatu permasalahan dengan menggunakan langkah-
langkah sistematis dan objektif berupa mengumpulkan, mengolah, menganalisis
data dan mengambil kesimpulan yang bertujuan untuk memecahkan suatu
permasalahan atau untuk memperoleh pengetahuan yang berkaitan dengan
penelitian yang dilakukan. Pada penelitian ini, tahapan atau langkah-langkah
metode penelitian penulis adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu
pendekatan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan keadaan
yang sebenarnya. Pendekatan ini dilakukan untuk menganalisis
permasalahan dan menggabungkan bahan hukum (undang-undang atau
peraturan) yang relevan dengan data yang diperoleh di lapangan-?°

Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris ini, peneliti
menelaah landasan hukum yang merujuk kepada ganun terkait dengan
ketentuan kewenangan amil dalam mengelola zakat sebagai Pendapatan Asli

Daerah (PAD) serta terkait Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada

pengelolaan zakat di lembaga Baitul Mal Aceh.

2. Jenis Penelitian
Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian kualitatif
(qualitative research). Jenis penelitian kualitatif ini memiliki beberapa
bentuk yang berdasarkan spesifikasi prosedur penelitian yang akan
dilakukan, maka penulis menggunakan bentuk deskriptif analisis yang akan
digunakan untuk untuk mendeskripsikan objek penelitian dengan

menganalisis dan memecahkan masalah yang terjadi berdasarkan data dan

2Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai
Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7, No. 1,
2020, him. 27.
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fakta yang ada dengan menggunakan konsep-konsep yang telah
dikembangkan sebelumnya.

Melalui jenis penelitian deskriptif ini, peneliti akan menganalisis dan
mendeskripsikan kewenangan amil dalam mengelola dana zakat sebagai
Pendapatan Asli Daerah (PAD) oleh Baitul Mal Aceh, terkait keberadaan
dana SiLPA zakat dan terkait implementasi pembiayaan anggaran zakat
sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Baitul Mal Aceh.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat penelitian dilakukan yang
penetapannya merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian
kualitatif, karena menunjukkan bahwa objek dan tujuan sudah ditetapkan
sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Dalam
penelitian ini, yang menjadi lokasi penelitiannya adalah Baitul Mal Aceh
yang terletak di wilayah Komplek Keistimewaan Aceh, Jalan Teuku Nyak
Arief, Kecamatan Syiah Kuala, Gampong Jeulingke, Kota Banda Aceh,

Provinsi Aceh.

4. Sumber Data
Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penyusunan karya
ilmiah ini berasal dari berbagai macam, baik dokumen maupun wawancara
langsung dengan narasumber. Penelitian ini mengandalkan dua jenis data

utama, yaitu:

a. Data Primer
Data primer merupakan data murni yang diperoleh dari hasil
penelitian lapangan secara langsung yang masih memerlukan pengolahan
lebih lanjut.3® Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui

penelitian lapangan (field research) dengan cara melakukan wawancara

30Muhammad Teguh, Metodologi Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi, (Jakarta: PT
Raja Grafindo, 2005), him. 121-122.
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kepada responden dan memperoleh data dokumentasi langsung dari lokasi
penelitian. Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah
data dokumentasi berupa jumlah penerimaan, penyaluran, dan dana sisa
zakat tahun 2020-2024, serta wawancara dengan Staf Sub Bagian
Keuangan dan Aset Baitul Mal Aceh, Bendahara Umum Zakat dan Infag
Baitul mal Aceh, dan Tenaga Profesional Baitul Mal Aceh.
b. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang diperolen melalui hasil
pengelolaan pihak kedua dari hasil penelitian lapangannya. Data sekunder
yang diperoleh secara tidak langsung baik berupa data kepustakaan seperti
dari berbagai literatur dalam bentuk buku, jurnal, berita media massa,
media online dan lainnya.3! Adapun yang menjadi data sekunder dalam
penelitian ini adalah buku terkait figh muamalah, hukum zakat, jurnal
tentang zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan terkait Sisa
Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Dokumen resmi yang digunakan
adalah Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, Qanun
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun
2018 tentang Baitul Mal, dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Zakat dan Infak pada Baitul Mal Aceh.

5. Teknik Pengumpulan Data
Data adalah informasi yang berkaitan dengan objek penelitian yang
diperoleh dari lokasi penelitian. Untuk mendapatkan data yang relevan
dengan penelitian, penulis menggunakan berbagai teknik pengumpulan data,
di antaranya metode wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

31S. Nasution, Metode Research (Penelitian IImiah), (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008),
him. 113.
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Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan
dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada pihak yang
memberikan informasi dan memiliki peran penting dalam bidang yang
sedang diteliti atau dikaji.3?> Pada penelitian ini, peneliti melakukan
wawancara dengan metode guidance interview yang serangkaian
pertanyaan wawancara kepada responden telah disiapkan terlebih dahulu
oleh peneliti sesuai dengan kebutuhan yang terkait dengan penelitian yaitu
mengenai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada pengelolaan
zakat di Baitul Mal Aceh. Pada penelitian ini yang menjadi responden
adalah Staf Sub Bagian Keuangan dan Aset Baitul Mal Aceh, Bendahara
Umum Zakat dan Infaq Baitul Mal Aceh, dan Tenaga Profesional Baitul
Mal Aceh.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan
dokumen-dokumen dengan cara yang tepat, melalui pencatatan sumber
informasi, arsip foto, buku, jurnal, dan lainnya.>® Pada penelitian ini,
peneliti memperoleh data berupa laporan keuangan terkait jumlah
penerimaan zakat, realisasi penyaluran zakat, dan saldo akhir zakat yang
menjadi SiLPA pada tahun anggaran 2020-2024. Selain itu peneliti juga
memperoleh data dokumentasi dari situs resmi Baitul Mal Aceh berupa
publikasi laporan Baitul Mal Aceh tahun 2020-2024, jenis-jenis program
penyaluran zakat, serta target pengumpulan dan penyaluran zakat oleh
Baitul Mal Aceh.

6. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data adalah proses pengolahan data untuk

menghasilkan informasi baru, dengan tujuan agar karakteristik data lebih

$2Muhammad Teguh, Metodologi Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi, ..., him. 136.

33Yahya Surya, Muhammad Najib, Metode Penelitian Manajemen Pendidikan, (Jawa
Barat: CV Pustaka Setia, 2015), him. 234.
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mudah dipahami dan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan
penelitian.3 Setelah semua data terkait sisa lebih pembiayaan anggaran
dalam pengelolaan zakat di Baitul Mal Aceh terkumpul, penulis selanjutnya
mengolah data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Data
tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan tujuan masing-masing
pertanyaan untuk menghasilkan uraian yang terstruktur dan menunjukkan
berbagai temuan penelitian. Setelah diklasifikasikan, data akan dianalisis
menggunakan metode deskriptif agar lebih mudah dipahami dan untuk
memperoleh validitas data yang objektif. Pada tahap akhir, penarikan
kesimpulan akan dilakukan dari hasil pengolahan data tersebut.

Adapun data yang penulis analisis dalam riset ilmiah ini yaitu terkait
laporan jumlah penerimaan dan penyaluran dana zakat, laporan terkait
jumlah dana SiLPA zakat, data jJumlah muzakki dan mustahiq di Aceh, serta
realisasi program-program penyaluran zakat oleh Baitul Mal Aceh.

7. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam
menghimpun data pada teknik wawancara adalah pulpen dan kertas untuk
mencatat hal-hal penting terkait dengan permasalahan penelitian serta
peneliti menggunakan alat perekam (audio recorder) untuk merekam
pernyataan atau jawaban atas pertanyaan wawancara yang disampaikan oleh

para responden di Sekretariat Baitul Mal Aceh.

8. Pedoman Penulisan
Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku
pedoman Penulisan Karya llmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas
Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019,
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan Undang-Undang Republik

3 Almira Keumala Ulfah, dkk, Ragam Analisis Data Penelitian, (Jawa Timur: 1AIN
Madura Press, 2022), him. 1.
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Indonesia. Selain referensi tersebut, penulis juga berpedoman kepada sumber
lain yang relevan dengan riset yang peneliti lakukan seperti buku-buku figh
dan penelitian-penelitian terdahulu. Berdasarkan beberapa pedoman ini,
peneliti menyusun hasil penelitian secara sistematis agar mudah dipahami

oleh pembaca.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan adalah cara untuk mempermudah pemahaman dan
penelaahan isi tulisan ini secara keseluruhan. Setiap bab disusun secara sistematis
dan saling terhubung antara satu bab dengan bab lainnya. Oleh karena itu, penulis
membagi karya ini menjadi empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab satu berisi tentang pendahuluan, pada bab ini terdapat tujuh sub
pembahasan yang akan diuraikan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan
masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian
dan sistematika penulisan. Secara umum, bab ini berisi tentang uraian yang
bersifat global sebagai pengantar dalam memahami bab-bab selanjutnya.

Bab dua berisi pembahasan mengenai kajian teoritis terkait pengertian Sisa
Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), ketentuan Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran (SILPA) dalam pengelolaan keuangan daerah, ketentuan zakat sebagai
Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan ketentuan umum Qanun Aceh Nomor 10
Tahun 2018 tentang Baitul Mal.

Bab tiga berisi tentang hasil penelitian, bab ini menguraikan pembahasan
tentang gambaran umum Baitul Mal Aceh, implementasi pembiayaan zakat
sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Baitul Mal Aceh, tinjauan Qanun Aceh
Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal terhadap kewenangan amil dalam
pengelolaan zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan strategi amil
Baitul Mal Aceh dalam penyaluran zakat terhadap mencegah terjadinya Sisa
Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

Bab empat adalah bagian penutup dari penelitian ini yang berisi kesimpulan

dari seluruh pembahasan yang telah diuraikan. Selain itu, bab ini juga memuat
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saran-saran dari penulis yang dianggap penting untuk menyempurnakan

penelitian ini.

AR-RANIRY




